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PUTUSAN
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat

yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, alamat di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG
Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, sebagai

Penggugat;
Melawan:

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Wiraswasta, alamat di Komplek KOMPLEK Kecamatan Entikong
Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, sebagai
Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan

dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 26 Agustus
2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue
dengan register Nomor 132/Pdt.G/2019/MS.Skm., pada tanggal 28 Agustus
2019 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai
berikut:
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1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 22
Februari 1992, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 22 Februai 1992;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami istri di rumah orang tua Penggugat di Gampong GAMPONG
Kecamatan Pante Cermin Kabupaten Aceh Barat lebih kurang selama 1
bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun DUSUN
Gampong GAMPONG Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya
suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. ANAK 1, umur 26 tahun;
b. ANAK 2, umur 19 tahun;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tanggal 06 Januari 2008
yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar, yang disebabkan:

a. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;

b. Tergugat tidak memberikan nafkah batin untuk Penggugat;

c. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 tahun berturut-
turut;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
bulan Desember 2012 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat;

6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak
ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah
tangga;

7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk
menggugat cerai Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat
agar Ketua Mahkamah Syariyah Suka Makmue cg. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai
berikut:
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Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat

(PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Suka Makmue berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini,
Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap
panggilan mana, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang
sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat
agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan
gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat
tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun
2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat
dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS
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1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor
NOMOR, tanggal 22 Februai 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, yang telah
dinazagelen dan diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan
dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh

Ketua Majelis.

B. BUKTI SAKSI-SAKSI
1. SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga
Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah Kepala Urusan
Pemerintahan di kampung;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun
dan harmonis tetapi sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga saat ini
sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat
tidak pernah datang lagi;

- Bahwa Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah

mengirimkan belanja kepada Penggugat;

2. SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan yang

pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun
dan harmonis tetapi sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga saat ini
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sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat
tidak pernah datang lagi;

- Bahwa Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah

mengirimkan belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon
putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya
telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk

mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar’iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang
menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan
Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya sebagaimana diperkuat dengan keterangan
para saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di
Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, di mana Kecamatan Tadu
Raya Kabupaten Nagan Raya merupakan yuridiksi Mahkamah Syar’iyah Suka
Makmue, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991,

gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka
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dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang
Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir
menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak
pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran
Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak
mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat
memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai
dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung
RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian,
sebagaimana dimaksudkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis
Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan
cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat
dan tidak perlu bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena
Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, maka apa yang diamanatkan oleh Peraturan
Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai
dari Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua)
tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dan mohon
gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang
bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P karena telah memenuhi
syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat
materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti
tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini,
karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakrukunan rumah
tangganya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang
tidak dilarang menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut
memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan
mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah
memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi
tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya
relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan
lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua)
orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang
sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta diperkuat
dengan bukti surat bertanda P, telah terbukti antara Penggugat dengan
Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya
Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas
(persona standi in judicio) dalam perkara ini dan Penggugat mempunyai legal
standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan
alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19
huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b)
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Kompilasi Hukum Islam, gugatan perceraian dengan alasan “salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak
lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”,
artinya sedikitnya terdapat 2 (dua) unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat
agar dirinya dapat bercerai dari Terggugat, dan kedua unsur tersebut harus
terpenuhi (syarat kumulatif), sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak
terpenuhi, maka gugatan cerai Penggugat tersebut dianggap tidak terbukti;
Menimbang, bahwa permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam
perkara ini adalah:
1. Apakah Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun
berturut-turut?;
2. Apakah kepergian Tergugat tersebut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan
yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pada angka 1 (satu), maka
Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang
menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Terggugat sudah tidak harmonis
lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yaitu lebih dari 7 (tujuh)
tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak
pernah terlihat pulang ataupun datang menemui Penggugat, dengan demikian
unsur pertama telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat
selama lebih dari 7 (tujuh) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pada angka 2 (dua), maka
Majelis Hakim memberikan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang
menyatakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan
selama Tergugat pergi tersebut tidak memberikan/mengirimkan nafkah sama
sekali pada Penggugat, dengan demikian Tergugat dianggap telah
meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun
berturut-turut dan kepergiannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh
karenanya unsur kedua telah terbukti bahwa Tergugat pergi tanpa izin pihak
Penggugat dan tanpa alasan yang sabh;
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Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat
tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah lebih dari 2 (dua) tahun
berturut-turut, dan selama itu pula tidak memberikan nafkah wajib sama sekali,
maka tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang sepatutnya tidak
dilakukan oleh seorang suami dan kepala keluarga, dan selama lebih dari 7
(tujuh) tahun juga tanpa belaian kasih sayang dan nafkah dari Tergugat
sehingga perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat sengsara, merana
dan menderita, oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut merupakan
perbuatan zalim, dan atas tindakan zalim Tergugat tersebut menurut Penggugat
bercerai adalah alternatif terbaik bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis
Hakim  berpendapat/berkesimpulan, Tergugat telah dengan sengaja
meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin
Penggugat dan tanpa alasan yang sah, maka telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti
bertanda P tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara
Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada
Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara’ yang
berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
hadir di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp
781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24
Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.l., M.H.l., sebagai
Ketua Majelis, Muzakir, S.H.l. dan Iwin Indra, S.H.l., sebagai Hakim-Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim
Anggota dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.l., M.H.l.

Hakim Anggota Hakim Anggota,

Muzakir, S.H.I. Iwin Indra, S.H.l.
Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, S.H.
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Perincian biaya
1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000.-
Biaya Panggilan Rp. 665.000,-
PNBP Panggilan Rp  20.000,-

o g A w N

Biaya Materai Rp. 6.000,-
Redaksi Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 781.000,-

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
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